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PRAKATA PENULIS

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke Hadirat Allah Yang Maha
Kuasa, yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada penulis,
sehingga penulis dapat merampungkan buku ini yang berjudul “ Reformasi
Organisasi dan Governansi”

Buku Reformasi Organisasi dan Governansi, penulis susun untuk
kebutuhan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi (negeri dan swasta),
bagi para birokrat di birokrasi pemerintahan yang berminat membacanya,
dan bagi masyarakat umum yang ingin menambah pengetahuan tentang
Organisasi dan Governansi terkait dengan reformasi.

Buku Reformasi Organisasi dan Governansi ini terdiri dari 16 Bagian,
yaitu Bagian 1. Pendahuluan. Bagian 2.Konsep Dasar Organisasi Publik,
Reformasi Organisasi dan Governansi Dalam Sektor Publik. Bagian 3.
Reformasi Organisasi Dan Tata Kelola: Membangun Birokrasi Yang Efektif,
Efisien, Dan Dipercaya Publik. Bagian 4. Reformasi Organisasi Dan Tata
Kelola : Menuju Pemerintahan Yang Efektif Dan Akuntabel. Bagian 5.
Reformasi Organisasi dan Tata Kelola : Menuju Birokrasi Kelas Dunia,
Mewujudkan Pemerintahan yang Renponsif, Efisien, dan Perorientasi Pada
Pelayanan Publik Prima Melalui Transformasi Struktural Dan Digital. Bagian
6. Reformasi Organisasi dan Tata Kelola : Membangun Budaya Inovatif.
Bagian 7. Reformasi Organisasi Tata Kelola : Menuju Efektifitas dan Inovasi.
Bagian 8. Reformasi Organisasi Dan Tata Kelola : Membangun Keunggulan
Melalui Sumber Daya Manusia Inovatif. Bagian 9. Reformasi Organisasi dan
Tata Kelola Berbasis Lingkungan : Menuju Keberlanjutan. Bagian 10.
Memahami Governansi Dan Reformasi Organisasi : Makna Dan Substansi
Governansi Dalam Organisasi. Bagian 11. Reformasi Organisasi Dan Tata
Kelola (Governansi) : Membangun Organisasi Yang Efektif, Akuntabel, Dan
Berkelanjutan. Bagian 12. Reformasi Dan Governansi: Membangun
Organisasi Yang Efektif. Bagian 13. Reformasi Organisasi Dan tata Kelola:
Prinsip, Penerapan Dan Transformasi Menuju Birokrasi Modern. Bagian 14.
Langkah-Langkah Strategis Reformasi Organisasi Dalam Konteks Tata Kelola
(Good Governance). Bagian 15. Reformasi Organisasi Dan Tata Kelola:
Kepemimpinan Dalam Reformasi Organisasi, Bagian 16. Reformasi
organisasi Dan Tata Kelola : Studi Kasus, Praktik Baik Dan Praktik Buruk



Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Governansi Di Indonesia.
Bagian 17. Studi Kasus : Terkait Reformasi Organisasi Dan Governansi.

Suka dan duka penulis alami dalam penyusunan buku Ini, mulai dari
pengumpulan materinya sampai tahap penyelesaian ketikannya, tetapi
berkat kesabaran dan bantuan dari keluarga terdekat (Istriku dan anak-
anakku) sehingga kendala-kendala yang penulis alami dapat teratasi
semua.... Alhamdulillah.

Buku yang sangat sederhana ini merupakan buku ketigabelas penulis,
setelah buku pertama yang telah penulis terbitkan pada Tahun 2012 yang
berjudul “Perilaku Birokrasi di Antara Pelayan dan yang Dilayani”. Harapan
penulis semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca secara
umum dan terkhusus bagi penulis sendiri.

Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi tingginya
kepada sosok yang penulis cintai dan sayangi yaitu sanak keluargaku, Istriku
(Dr. Siti Zaleha Soebarini. A.Pi, M.Si) dan Anak-anakku (dr. Afra Fatin Arindy
DM, dan dr. Fadhilah Yusra DM,), menantuku (dr. Andi Muh Gunawan, Sp.
P), cucuku ( Daffa Devanka Alfarisi), serta Saudara Kandungku (Yusnawati
JM.), (dr. Rina Andriaty JM), (Surya Darma JM, SE), (Saiful Bachri JM, SH.
MH), (Mardiana JM, SE), (Dra Erma Suryani JM), dan (Ir. Mirnawati JM).
Serta Ipar, Kemenakan dan kerabat-kerabatku yang tidak sempat penulis
sebut satu persatu, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya.

Dan akhir kata penulis juga menyampaikan permohonan maaf apabila
dalam buku ini terdapat kutipan atau rujukan dari naskah penulis lain yang
terlewatkan penulis tulis dalam daftar pustaka buku ini, mohon kiranya
dimaafkan, oleh karena hal tersebut bukanlah unsur kesengajaan.

Wabillahi taufig wal hidayah
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Makassar, 9 Juni 2026
Penulis

o

Prof. Dr. Delly Mustafa, M.Si.
NIP. 196106091989111001
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BAGIAN 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Reformasi Organisasi dan Governansi

Reformasi organisasi dan governansi merupakan respons terhadap
kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan
kualitas pelayanan publik dalam menghadapi dinamika sosial, politik, dan
kemajuan teknologi informasi. Reformasi ini tidak hanya memuat penataan
ulang struktur kelembagaan, tetapi juga perubahan kultur organisasi, sistem
manajemen sumber daya manusia, mekanisme pengawasan, dan proses
pelayanan publik yang selaras dengan prinsip good governance.

Sejak era reformasi politik di Indonesia, tuntutan perubahan birokrasi
semakin kuat karena praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),
rendahnya transparansi, dan pelayanan publik yang belum memadai
mendorong pemerintah melakukan pembaharuan menyeluruh pada sistem
administrasi publik. Kondisi tersebut menuntut restrukturisasi organisasi,
pembaruan perundang-undangan, modernisasi sistem kerja, dan
peningkatan kapasitas aparatur negara agar birokrasi menjadi lebih bersih,
akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Reformasi organisasi menyentuh beberapa dimensi utama, yaitu:
penyederhanaan struktur organisasi dan penataan kelembagaan, penataan
proses kerja (tata laksana) untuk menghilangkan tumpang tindih wewenang
serta mempercepat pengambilan keputusan, serta modernisasi sistem
manajemen sumber daya manusia termasuk rekrutmen, promosi, dan
sistem remunerasi. Perubahan pada dimensi-dimensi tersebut diarahkan
untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam menjalankan fungsi
publiknya secara efisien dan efektif.

Reformasi organisasi tidak berdiri sendiri, ia merupakan bagian integral
dari upaya mewujudkan good governance yang menekankan prinsip
transparansi, akuntabilitas, partisipasi, rule of law, dan responsivitas.
Penerapan prinsip good governance dalam birokrasi membuka ruang bagi
penguatan mekanisme kontrol internal dan eksternal, pemberdayaan



BAGIAN 2

KONSEP DASAR ORGANISASI PUBLIK,
REFORMASI ORGANISASI DAN
GOVERNANSI DALAM SEKTOR PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Organisasi publik adalah wadah formal yang dibentuk untuk
melaksanakan fungsi pemerintahan dan menyediakan layanan publik
kepada masyarakat. Berbeda dengan organisasi swasta yang berorientasi
pada laba, organisasi publik berfokus pada pelayanan publik, pemenuhan
kepentingan umum, dan pencapaian tujuan kebijakan publik yang
ditetapkan oleh negara atau otoritas pemerintahan. Karakteristik utama
organisasi publik meliputi mandat publik (public mandate), akuntabilitas
kepada pemangku kepentingan publik, regulasi ketat, dan orientasi pada
kesejahteraan sosial serta kepentingan kolektif. Kompleksitas lingkungan
politik, administratif, dan hukum yang mengelilingi organisasi publik
menuntut desain struktural dan mekanisme manajerial yang responsif
terhadap nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan efisiensi.

Reformasi organisasi publik muncul sebagai respons terhadap berbagai
tantangan internal dan eksternal yang menghambat efektivitas birokrasi
tradisional. Dorongan reformasi dapat berasal dari tekanan fiskal, tuntutan
pelayanan yang meningkat, perubahan teknologi, serta harapan masyarakat
terhadap transparansi dan akuntabilitas. Tujuan reformasi meliputi
penyederhanaan proses birokrasi, peningkatan kapasitas administratif,
modernisasi sistem informasi, desentralisasi kewenangan, dan penguatan
orientasi kinerja. Pendekatan reformasi bervariasi—mulai dari reformasi
struktural dan prosedural, hingga transformasi budaya organisasi dan
manajemen perubahan. Keberhasilan reformasi tidak hanya diukur dari
perubahan struktur atau kebijakan formal, tetapi juga dari perubahan
perilaku, kualitas layanan publik, serta peningkatan kepercayaan publik.



BAGIAN 3

REFORMASI ORGANISASI

DAN TATA KELOLAH:
Membangun Birokrasi Yang Efektif, Efisien, Dan Dipercaya Publik

A. PENDAHULUAN

Reformasi organisasi dan tata kelola merupakan langkah vyang
dirancang secara sistematis untuk menyempurnakan struktur, alur kerja,
serta budaya birokrasi agar mampu memberikan layanan publik yang lebih
berkualitas, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan
menggunakan sumber daya secara lebih hemat. Dalam konteks Indonesia,
reformasi ini tidak semata-mata bertujuan merampingkan struktur
kelembagaan, tetapi juga membangun birokrasi yang bersih, kompeten,
berorientasi pada pelayanan, serta memperoleh kepercayaan masyarakat.

Pembahasan ini menitikberatkan pada sejumlah aspek, yaitu konsep
reformasi organisasi, tata kelola pemerintahan, hubungan antara efektivitas
dan efisiensi, penataan kelembagaan, pembenahan tatalaksana, penguatan
sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan
publik, dan strategi untuk memperkuReformasi birokrasi merupakan
agenda strategis yang terus berada di pusat perhatian negara-negara yang
berupaya meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik.

Di tengah dinamika sosial-politik dan tekanan global untuk
meningkatkan kinerja publik, reformasi organisasi dan tata kelola
(governance) bukan sekadar perubahan struktural, melainkan proses
komprehensif yang mencakup pembaruan budaya organisasi, prosedur
kerja, sistem pengambilan keputusan, serta mekanisme akuntabilitas dan
partisipasi publik.

Tujuan akhir dari reformasi ini adalah membangun birokrasi yang
mampu bekerja secara efektif (mencapai tujuan publik), efisien
(memanfaatkan sumber daya secara optimal), serta memperoleh dan



BAGIAN 4

REFORMASI ORGANISASI DAN TATA KELOLA :
Menuju Pemerintahan Yang Efektif Dan Akuntabel

A. PENDAHULUAN

Reformasi organisasi dan tata kelola merupakan kebutuhan utama bagi
pemerintah modern yang ingin menjalankan pemerintahan secara lebih
efektif, tanggap, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam
konteks penyelenggaraan pemerintahan, reformasi tidak hanya berkaitan
dengan perubahan struktur kelembagaan, tetapi juga menyangkut
pembaruan pola kerja, budaya birokrasi, gaya kepemimpinan, sistem
pelayanan, serta mekanisme pertanggungjawaban kepada publik. Hal ini
menjadi penting karena masyarakat saat ini menuntut pelayanan yang
cepat, akurat, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, birokrasi masih
sering menghadapi berbagai persoalan seperti tumpang tindih kewenangan,
prosedur yang berbelit, koordinasi yang lemah, pelayanan yang lambat, dan
pengawasan internal yang belum optimal. Keadaan tersebut membuat
pemerintah sulit mencapai target pembangunan secara maksimal. Oleh
sebab itu, reformasi organisasi dan tata kelola perlu dipahami sebagai
upaya komprehensif untuk memperbaiki struktur kelembagaan, proses
manajerial, kualitas aparatur, serta sistem akuntabilitas agar fungsi
pelayanan publik dapat berjalan lebih baik.

B. MAKNA REFORMASI ORGANISASI

Reformasi organisasi adalah proses penataan ulang terhadap bentuk,
fungsi, hubungan kerja, dan pembagian tugas dalam suatu lembaga agar
lebih sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam sektor publik,
reformasi organisasi diarahkan untuk memperjelas mandat lembaga,
mengurangi fungsi yang saling tumpang tindih, memperkuat koordinasi,
serta membangun struktur yang lebih sederhana namun tetap efektif.



BAGIAN 5

REFORMASI ORGANISASI DAN TATA KELOLA:

Menuju Birokrasi Kelas Dunia, Mewujudkan pemerintahan yang
responsif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik prima
melalui transformasi struktural dan digital

A. PENDAHULUAN

Reformasi organisasi dan tata kelola merupakan agenda besar untuk
memperbaiki cara negara bekerja agar lebih responsif, efisien, transparan,
dan berorientasi pada hasil. Dalam konteks Indonesia, agenda ini diarahkan
untuk membangun birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani menuju
pemerintahan berkelas dunia melalui tahapan reformasi yang sistematis
sampai 2025.

Secara substantif, reformasi organisasi tidak hanya menyentuh
perubahan struktur, tetapi juga menyangkut cara kerja, budaya kerja,
pembagian kewenangan, alur proses, dan kualitas sumber daya aparatur.
Karena itu, reformasi tata kelola harus dipahami sebagai perubahan
menyeluruh yang menghubungkan desain organisasi, proses bisnis,
akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik dalam satu kesatuan yang
saling menguatkan.

B. MAKNA BIROKRASI KELAS DUNIA

Istilah birokrasi kelas dunia merujuk pada birokrasi yang mampu
bekerja dengan standar tinggi, cepat menyesuaikan diri dengan perubahan,
memakai data dan teknologi secara efektif, serta memberi layanan publik
yang mudah diakses dan memuaskan masyarakat. Dalam visi reformasi
birokrasi Indonesia, gagasan ini diturunkan ke dalam agenda jangka panjang
yang menekankan evaluasi bertahap dan perbaikan berkelanjutan.

Birokrasi kelas dunia bukan berarti birokrasi yang besar dan kompleks,
melainkan birokrasi yang sederhana dalam struktur, jelas dalam fungsi,
disiplin dalam proses, dan kuat dalam hasil. Karena itu, keberhasilannya



BAGIAN 6

REFORMASI ORGANISASI DAN TATA KELOLA :
Membangun Budaya Inovatif

A. PENDAHULUAN

Reformasi organisasi dan tata kelola merupakan proses pembaruan
yang diarahkan untuk mewujudkan organisasi publik yang lebih tanggap,
efisien, terbuka, dan mampu mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks ini, inovasi tidak lagi dipandang sebagai pelengkap,
melainkan sebagai kebutuhan penting agar organisasi tetap relevan di
tengah perubahan lingkungan.

Budaya inovatif menjadi landasan utama karena perubahan organisasi
tidak akan berjalan optimal jika hanya menyentuh aspek struktur formal
tanpa disertai perubahan nilai, perilaku, dan pola kerja aparatur.

Oleh sebab itu, kajian tentang reformasi organisasi perlu mencakup
aspek struktural sekaligus kultural, termasuk kepemimpinan, sistem
penghargaan, pembelajaran organisasi, dan keterlibatan pegawai.

B. KONSEP REFORMASI ORGANISASI

Reformasi organisasi merupakan proses yang dirancang secara sadar
dan terencana untuk memperbaiki rancangan organisasi, alur kerja, sumber
daya, serta pola hubungan kerja agar fungsi organisasi dapat berjalan lebih
efektif. Dalam sektor publik, reformasi ini umumnya berkaitan dengan
penyederhanaan birokrasi, peningkatan akuntabilitas, perbaikan mutu
layanan, serta penyesuaian terhadap tuntutan digitalisasi dan harapan
masyarakat.

Keberhasilan perubahan organisasi biasanya ditentukan oleh tiga unsur
utama, vyaitu pembenahan struktur, perbaikan proses kerja, dan
transformasi budaya. Jika salah satu unsur tersebut diabaikan, reformasi
berisiko hanya menjadi formalitas administratif tanpa memberikan
pengaruh signifikan terhadap kinerja layanan.



BAGIAN 7

REFORMASI ORGANISASI DAN TATA KELOLA:
Menuju Efektivitas Dan Inovasl

A. PENDAHULUAN

Reformasi organisasi dan tata kelola menjadi agenda yang sangat
penting ketika organisasi dihadapkan pada perubahan lingkungan yang
berlangsung cepat, kompleks, dan penuh ketidakpastian. Dalam konteks
sektor publik maupun organisasi modern, reformasi tidak hanya dipahami
sebagai perubahan struktur kelembagaan, tetapi juga mencakup perubahan
pola kerja, hubungan antarbagian, budaya organisasi, serta sistem
pengambilan keputusan agar organisasi menjadi lebih efektif dan adaptif.
Gagasan ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang menuntut
birokrasi yang bersih, efisien, efektif, produktif, transparan, melayani, dan
akuntabel.

Di sisi lain, tata kelola yang baik atau good governance menekankan
pentingnya keteraturan regulasi, kejelasan prosedur, transparansi,
akuntabilitas, dan pelayanan yang responsif. Reformasi organisasi yang
berhasil harus mampu memperbaiki proses internal sekaligus meningkatkan
mutu hasil kerja organisasi bagi masyarakat maupun para pemangku
kepentingan. Karena itu, efektivitas dan inovasi menjadi dua sasaran utama
yang saling berkaitan dalam reformasi organisasi dan tata kelola.

B. MAKNA REFORMASI ORGANISASI

Reformasi organisasi merupakan proses perubahan yang dirancang
secara sadar untuk memperbaiki struktur, mekanisme kerja, budaya, dan
sistem pengelolaan organisasi agar sesuai dengan tujuan baru maupun
tuntutan lingkungan yang terus berubah. Dalam perspektif pengembangan
organisasi, reformasi dipahami sebagai upaya yang berkelanjutan untuk
meningkatkan kinerja organisasi melalui perubahan pada individu, struktur,
teknologi, dan pembagian tanggung jawab. Dengan demikian, reformasi



BAGIAN 8

REFORMASI ORGANISASI DAN TATA KELOLA :

Membangun Keunggulan Melalui Sumber Daya Manusia Inovatif.

A. PENDAHULUAN

Reformasi organisasi dan tata kelola merupakan langkah untuk
memperbaiki cara kerja organisasi agar menjadi lebih efektif, efisien,
akuntabel, adaptif, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan
lingkungan. Dalam organisasi publik maupun pendidikan, perubahan tidak
cukup hanya dilakukan pada struktur, prosedur, dan teknologi, tetapi juga
harus menyentuh kualitas sumber daya manusia yang menjalankan
organisasi tersebut.

Tema membangun keunggulan melalui sumber daya manusia inovatif
menempatkan manusia sebagai unsur terpenting dalam keberhasilan
reformasi. Organisasi yang ingin unggul tidak cukup hanya memiliki pegawai
yang taat aturan, tetapi juga membutuhkan SDM yang kreatif, lincah
beradaptasi, memiliki inisiatif, dan mampu menawarkan solusi baru
terhadap persoalan yang kompleks.

Dalam era perubahan yang berlangsung sangat cepat, organisasi
dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu beradaptasi dan
unggul dalam menghadapi persaingan, kompleksitas kebijakan,
perkembangan teknologi, serta meningkatnya tuntutan masyarakat. Di
sektor publik maupun privat, perubahan lingkungan menuntut organisasi
untuk melakukan pembaruan secara berkelanjutan, baik pada aspek
struktur, proses kerja, budaya organisasi, maupun pola kepemimpinan.
Reformasi organisasi dan tata kelola menjadi jawaban atas kebutuhan
tersebut karena keduanya berperan dalam menciptakan organisasi yang
lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap
dinamika lingkungan. Dalam konteks ini, reformasi bukan sekadar
penyederhanaan struktur atau perubahan prosedur administratif,
melainkan transformasi menyeluruh yang menyentuh cara organisasi
berpikir, bekerja, dan melayani.



BAGIAN 9

REFORMASI ORGANISASI DAN
TATA KELOLA BERBASIS LINGKUNGAN :
Menuju Keberlanjutan

A. PENDAHULUAN

Pada era keberlanjutan, reformasi organisasi tidak cukup hanya
diarahkan pada efisiensi internal, kepatuhan administratif, atau pencapaian
target jangka pendek. Organisasi perlu melakukan penataan ulang terhadap
struktur, proses, budaya kerja, dan pola pengambilan keputusan agar
selaras dengan perlindungan lingkungan serta keberlanjutan sosial dan
ekonomi. Dalam konteks ini, tata kelola berbasis lingkungan menjadi
pendekatan yang penting karena menghubungkan kinerja organisasi
dengan kondisi ekosistem, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan
antargenerasi.

Reformasi organisasi yang berorientasi lingkungan menuntut
perubahan cara berpikir dan cara kerja dari model yang cenderung
mengeksploitasi menjadi model yang lebih adaptif, hijau, partisipatif, dan
bertanggung jawab. Pendekatan ini relevan bagi organisasi publik, swasta,
maupun masyarakat sipil karena semuanya memberi pengaruh terhadap
pemanfaatan sumber daya alam, emisi, limbah, tata ruang, dan kualitas
kehidupan. Karena itu, keberlanjutan tidak lagi dipandang sebagai program
tambahan, melainkan sebagai inti dari tata kelola modern.

B. KONSEP DASAR

Tata kelola lingkungan dapat dipahami sebagai hubungan multilevel
antara aktor lokal, nasional, dan global, serta antara pemerintah, sektor
swasta, dan masyarakat sipil dalam merumuskan serta menjalankan
kebijakan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Pandangan ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan bukan semata-



BAGIAN 10

MEMAHAMI GOVERNANSI DAN
REFORMASI ORGANISASI :

Makna Dan Substansi Governansi Dalam Organisasi

A. PENDAHULUAN

Governansi dan reformasi organisasi merupakan dua konsep yang
sangat berkaitan dalam membangun organisasi yang efektif, akuntabel,
serta mampu merespons perubahan lingkungan secara tepat. Governansi
menitikberatkan pada bagaimana organisasi diarahkan, dikendalikan, dan
diawasi, sedangkan reformasi organisasi berfokus pada perubahan yang
dirancang secara sadar untuk memperbaiki berbagai kelemahan yang ada.
Dalam konteks administrasi publik maupun organisasi nirlaba, governansi
berfungsi sebagai kerangka utama agar tujuan organisasi dapat dicapai
secara sah, etis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara lebih sederhana, governansi tidak hanya membahas siapa yang
memimpin organisasi, tetapi juga menyangkut bagaimana keputusan dibuat,
bagaimana kewenangan dibatasi, dan bagaimana proses pengawasan
dijalankan. Reformasi organisasi biasanya muncul ketika sistem yang lama
sudah tidak lagi memadai untuk menjawab tuntutan baru, seperti
kebutuhan akan transparansi, efektivitas pelayanan, dan akuntabilitas
publik. Oleh karena itu, memahami governansi berarti juga memahami
bagaimana organisasi melakukan penyesuaian, perubahan, dan perbaikan
secara berkelanjutan.

B. MAKNA GOVERNANSI

Dalam pedoman BAN-PT, governansi dijelaskan sebagai struktur dan
proses pada tingkat tertinggi organisasi yang berfungsi untuk mengarahkan,
mengelola, dan mengawasi upaya pencapaian tujuan dengan berlandaskan
prinsip transparansi, akuntabilitas, etika, dan keberlanjutan. Definisi ini
menunjukkan bahwa governansi berada pada ranah strategis, bukan



BAGIAN 11

REFORMASI ORGANISASI
DAN TATA KELOLA (GOVERNANSI) :

Membangun Organisasi Yang Efektif. Akuntabel, Dan Berkelanjutan

A. PENDAHULUAN

Reformasi organisasi dan tata kelola pada dasarnya merupakan proses
penataan ulang terhadap struktur, alur kerja, sumber daya manusia, serta
mekanisme pengawasan agar organisasi dapat berfungsi secara lebih tepat,
terbuka, bertanggung jawab, dan mampu bertahan dalam jangka panjang.

Konsep "Membangun Organisasi yang Efektif, Akuntabel, dan
Berkelanjutan" menjadi tiga pilar utama dalam agenda reformasi birokrasi
saat ini. Efektivitas organisasi diukur bukan hanya dari kepatuhan terhadap
prosedur (compliance), melainkan dari kemampuan organisasi dalam
mencapai tujuan strategis dan memberikan nilai tambah (value) bagi
masyarakat. Akuntabilitas menjadi fondasi integritas yang menjamin bahwa
setiap keputusan dan tindakan aparatur dapat dipertanggungjawabkan
secara hukum, moral, dan kinerja kepada publik. Sementara itu,
keberlanjutan (sustainability) menandakan bahwa organisasi harus memiliki
ketahanan dan kemampuan beradaptasi untuk tetap relevan di masa depan,
termasuk dalam menghadapi transformasi digital dan tekanan lingkungan
global.

Reformasi birokrasi memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan
good governance, khususnya melalui empat dimensi utama: restrukturisasi
kelembagaan, penguatan sumber daya manusia aparatur, transformasi
budaya kerja, dan transparansi publik. Restrukturisasi kelembagaan
diperlukan untuk menyederhanakan hierarki dan memperjelas mandat
organisasi, sedangkan penguatan SDM aparatur berfokus pada kompetensi
dan integritas. Transformasi budaya kerja mengubah pola pikir dari
business as usual menjadi berorientasi pada kinerja dan pelayanan,



BAGIAN 12

REFORMASI DAN GOVERNANSI :
Membangun Organisasi Yang Efektif

A. PENDAHULUAN

Reformasi dan governansi merupakan dua konsep yang saling berkaitan
dalam upaya mewujudkan organisasi yang efektif. Reformasi berfokus pada
perubahan mendasar dalam struktur, sistem, prosedur, budaya kerja, dan
kualitas sumber daya aparatur, sedangkan governansi menekankan cara
mengelola urusan publik agar proses pengambilan keputusan dan
pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Dalam
organisasi publik, keduanya tidak dapat dipisahkan, karena organisasi yang
baik bukan hanya tertata secara administratif, tetapi juga mampu
menghasilkan layanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif.

Di Indonesia, reformasi birokrasi diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di kementerian, lembaga,
maupun pemerintah daerah. Sebelum reformasi dijalankan secara lebih
sistematis, birokrasi kerap dihadapkan pada persoalan layanan yang lambat,
prosedur yang berbelit, struktur organisasi yang terlalu besar, dan
pemborosan anggaran. Karena itu, reformasi menjadi kebutuhan strategis
agar organisasi publik dapat menjalankan fungsi pelayanan dan
pembangunan secara lebih efektif.

B. PENGERTIAN REFORMASI

Secara umum, reformasi adalah proses perubahan yang dirancang
secara sistematis untuk memperbaiki kondisi yang belum efektif menjadi
lebih baik. Dalam birokrasi, reformasi mencakup pembaruan pada aspek
hukum, struktur organisasi, prosedur kerja, kebijakan, dan budaya
organisasi agar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Reformasi
tidak sekadar mengganti susunan kelembagaan, tetapi juga memperbaiki
cara kerja agar organisasi lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan.



BAGIAN 13

REFORMASI ORGANISASI DAN TATA KELOLA:

Prinsip, Penerapan Dan Transformasi Menuju Birokrasi Modern.

A. PENDAHULUAN

Reformasi organisasi dan tata kelola merupakan langkah pembaruan
secara menyeluruh terhadap struktur, proses, budaya kerja, serta sistem
pengendalian dalam birokrasi agar menjadi lebih efektif, efisien, akuntabel,
dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Indonesia,
reformasi birokrasi dipahami sebagai proses menata ulang, mengubah,
memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi supaya menjadi lebih
profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif. Pada akhirnya, reformasi
ini tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki administrasi internal, tetapi
juga untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance.

Kebutuhan akan reformasi muncul karena birokrasi lama kerap
dipandang lambat, berbelit-belit, kurang transparan, dan belum
sepenuhnya berorientasi pada pelayanan publik. Di samping itu, masih
terdapat praktik penyalahgunaan wewenang, rendahnya akuntabilitas,
serta budaya kerja yang belum adaptif sebagai hambatan yang cukup serius.
Oleh karena itu, reformasi organisasi tidak cukup hanya menyentuh aspek
struktur, melainkan juga harus mengubah pola kerja, cara berpikir, dan
orientasi pelayanan birokrasi.

B. MAKNA REFORMASI ORGANISASI

Reformasi  organisasi adalah pembaruan terhadap susunan
kelembagaan, pembagian tugas, alur kerja, dan hubungan kerja agar
organisasi menjadi lebih tepat fungsi dan tepat ukuran. Dalam birokrasi
pemerintahan, reformasi ini biasanya diwujudkan melalui penataan ulang
lembaga, penyederhanaan proses bisnis, serta penguatan jabatan
fungsional agar organisasi menjadi lebih gesit. Gagasan tersebut sejalan
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LANGKAH-LANGKA STRATEGIS REFORMASI
ORGANISASI DALAM KONTEKS TATA KELOLA
(GOOD GOVERNANCE)

A. PENDAULUAN

Reformasi organisasi dalam kerangka tata kelola yang baik (good
governance) merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara
sistematis untuk memperbaiki struktur, alur kerja, budaya organisasi, serta
mekanisme pengambilan keputusan. Tujuannya adalah agar organisasi
publik dapat bekerja secara lebih efektif, terbuka, dapat
dipertanggungjawabkan, melibatkan partisipasi, dan mampu merespons
kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Dalam lingkungan pemerintahan,
reformasi ini tidak hanya berarti penyederhanaan struktur organisasi, tetapi
juga mencakup perubahan cara kerja, pola hubungan antarpelaku, serta
orientasi pelayanan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat
perhatian.

Dalam kajian tata kelola birokrasi, reformasi organisasi dipandang
sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang diarahkan untuk membentuk
birokrasi yang bersih, profesional, efisien, dan berorientasi pada pelayanan.
Karena itu, reformasi organisasi erat kaitannya dengan prinsip-prinsip good
governance, seperti partisipasi, supremasi hukum, transparansi,
akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kesetaraan, dan orientasi pada
konsensus.

B. KONSEP DASAR

Secara konseptual, governance menekankan proses penyelenggaraan
kekuasaan serta interaksi antara pemerintah, sektor swasta, dan
masyarakat sipil dalam mengelola urusan publik. Berbeda dengan
government yang lebih merujuk pada lembaga atau aktor pemerintahan,
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REFORMASI ORGANISASI DAN TATA KELOLA :

Kepemimpinan Dalam Reformasi Organisasi Dan Tata Kelola

A. PENDAHULUAN

Reformasi organisasi dan tata kelola merupakan agenda penting dalam
upaya menciptakan lembaga yang lebih adaptif, efisien, akuntabel, dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks sektor publik
maupun organisasi lainnya, reformasi tidak hanya berkaitan dengan
perubahan struktur, prosedur, dan sistem kerja, tetapi juga menyangkut
perubahan cara berpikir, budaya organisasi, serta orientasi pelayanan.
Organisasi yang sebelumnya cenderung birokratis, kaku, dan berorientasi
pada kekuasaan perlu bergeser menuju organisasi yang terbuka, kolaboratif,
serta menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas utama. Perubahan
tersebut menjadi semakin penting di tengah dinamika lingkungan yang
cepat, tuntutan transparansi yang tinggi, dan kebutuhan akan tata kelola
yang bersih serta berintegritas.

Dalam proses reformasi tersebut, kepemimpinan memegang peranan
yang sangat menentukan. Pemimpin bukan hanya berfungsi sebagai
pengambil keputusan, tetapi juga sebagai penggerak perubahan,
pembangun visi, dan penentu arah transformasi organisasi. Kepemimpinan
yang efektif mampu menciptakan iklim kerja yang mendukung inovasi,
memperkuat komitmen pegawai, serta menumbuhkan budaya organisasi
yang adaptif terhadap perubahan. Sebaliknya, reformasi organisasi sering
kali gagal apabila pemimpin tidak memiliki keberanian untuk melakukan
pembaruan, tidak konsisten dalam implementasi kebijakan, atau tidak
mampu membangun dukungan dari seluruh unsur organisasi. Oleh karena
itu, kualitas kepemimpinan menjadi faktor kunci dalam menentukan
berhasil tidaknya reformasi organisasi dan tata kelola.

Lebih jauh, kepemimpinan dalam reformasi organisasi dan tata kelola
menuntut kemampuan strategis, integritas moral, dan sensitivitas terhadap
perubahan lingkungan. Pemimpin perlu mampu mengartikulasikan visi
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REFORMASI ORGANISASI DAN TATA KELOLA :

Studi Kasus, Praktik Baik Dan Praktik Buruk Dalam Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Dan Governansi Di Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Reformasi organisasi dan tata kelola di Indonesia lahir dari kebutuhan
untuk memperbaiki birokrasi yang lama dipandang lamban, berbiaya tinggi,
kurang responsif, dan rentan korupsi. Dalam perspektif administrasi publik,
reformasi birokrasi bukan sekadar mengganti struktur, tetapi mengubah
cara kerja, budaya kerja, hubungan negara—masyarakat, dan kualitas
akuntabilitas pemerintahan. Karena itu, reformasi birokrasi selalu terkait
erat dengan agenda good governance seperti transparansi, akuntabilitas,
partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum.

Di Indonesia, reformasi ini semakin penting setelah desentralisasi
memberi ruang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk berinovasi.
Namun, hasilnya tidak seragam: ada daerah yang berhasil menunjukkan
praktik baik, tetapi ada juga yang terjebak dalam reformasi simbolik,
formalistik, atau bahkan menjadi ruang baru bagi patronase dan korupsi.
Uraian berikut membahas konsep dasar, konteks Indonesia, studi kasus,
praktik baik, praktik buruk, dan pelajaran kebijakan yang dapat ditarik.

B. KONSEP DASAR

Reformasi birokrasi pada dasarnya adalah perubahan mendasar pada
struktur, proses, sumber daya manusia, dan relasi pemerintah dengan
warga. Eko Prasojo dan Teguh Kurniawan menekankan bahwa reformasi
birokrasi di daerah yang berhasil umumnya didorong oleh komitmen politik
kepala daerah, kepemimpinan yang kuat, dan desain kebijakan yang
konsisten. Dalam literatur administrasi publik, reformasi ini sering dipahami
sebagai pergeseran dari birokrasi klasik yang hierarkis menuju tata kelola
yang lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi hasil.
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STUDI KASUS :
REFORMASI ORGANISASI DAN GOVERNANSI

Pada bagian ini. Penulis akan memaparkan beberapa studi kasus terkait
Reformasi Organisasi dan Governansi di Indonesia.

A. STUDI KASUS (1):
Kasus 1 : Digitalisasi Pelayanan Perizinan Melalui OSS di Indonesia

Masalah utama yang dihadapi adalah birokrasi perizinan yang berbelit-
belit, memakan waktu lama, dan rentan terhadap praktik korupsi.

Sistem OSS mereformasi peraturan perizinan berusaha dari segi waktu,
tahapan, dan pemanfaatan perkembangan teknologi sebagai suatu sistem
terintegrasi berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018. Reformasi birokrasi di
sektor perizinan berusaha di Indonesia mengalami transformasi signifikan
melalui penerapan sistem Online Single Submission (OSS). .

Solusi yang diterapkan adalah transformasi layanan perizinan menjadi
sistem berbasis digital melalui OSS yang terintegrasi secara nasional. 0SS
memungkinkan pemohon mengurus berbagai jenis perizinan melalui satu
pintu layanan secara daring tanpa berpindah antari nstansi. Implementasi
0SS di Kabupaten Gresik dan Jambi Province menunjukkan hasil positif:
pelayanan publik semakin efektif dan efisien, waktu perizinan bertambah
singkat, transparansi meningkat, dan akuntabilitas pelayanan perizinan
bertambah baik. Meskipun masih terdapat kendala sistem dan regulasi, OSS
mampu mempersingkat waktu perizinan secara signifikan.

Aturan yang mendasari Kebijakan Pemerintah Terkait Kemudahan
Layanan OSS;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor. 5 Tahun 2021 Tentasng Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
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